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ABSTRAK 

 

Rusmilawati Windari, 2019, Model Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penggunaan Hukuman fisik 

pada Anak (Corporal Punishment against Children) dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan di 

Indonesia. Promotor:Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum; Co Promotor: Dr. Widodo Tresno Novianto, SH., 

M. Hum., Disertasi, Surakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas 

Sebelas Maret.  

 Persepsi masyarakat internasional saat ini mengenai penggunaan hukuman fisik pada anak 

(Corporal Punishment against Children) semakin mengalami pergeseran. Hukuman fisik (Corporal 

Punishment) sudah tidak lagi dibenarkan penggunaannya sebagai metode atau sarana dalam mendidik 

dan memperbaiki perilaku anak yang salah. Sebaliknya, eksistensinya telah dipandang sebagai bentuk 

kekerasan sekaligus pelanggaran hak asasi anak sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. 

Berdasarkan Artikel 19 (1) juncto General Comment No. 8 (2006), PBB melalui badan-badan 

kelengkapannya menghimbau dan mendorong semua  negara  untuk melakukan pembaruan hukum yang 

mengatur larangan penghukuman fisik pada anak di segala situasi, salah satunya melalui sarana hukum 

pidana. Dari 56 negara yang telah melakukan upaya legislatif tersebut, di tahun 2017 Indonesia diketahui 

baru menyatakan komitmennya untuk mengadakan pembaruan hukum, namun hingga saat ini belum 

nampak langkah strategis apapun ke arah reformasi legislasi tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan larangan penggunaan hukuman 

fisik pada anak dalam kebijakan hukum pidana ditinjau dari aspek filosofis, politik, yuridis dan 

sosiologis Indonesia, serta untuk  menemukan model kebijakan formulasi tindak pidana penggunaan 

hukuman fisik pada anak (Corporal Punishment against Children) dalam Lingkup Pengasuhan dan 

Pendidikan yang tepat bagi Indonesia dengan tetap berorientasi pada perwujudan perlindungan anak yang 

berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal, dengan menggunakan 5 (lima) metode 

pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan, konsep, kasus, perbandingan dan explanatoris. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri dari data primer dan sekunder, yang mayoritas diperoleh 

melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner kepada 

responden yang relevan. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, 

dengan mengaplikasikan teknik silogisme deduktif dan induktif, serta penafsiran hermeneutik. 

 Berdasarkan kajian yang dilakukan secara komprehensif, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan 

larangan penggunaan hukuman fisik pada anak dalam kebijakan hukum pidana Indonesia perlu segera 

dilakukan, untuk melaksanakan tuntuan filosofis Pancasila, menindaklanjuti berbagai langkah dan 

kebijakan yang telah diinisiasi pemerintah Indonesia sebelumnya untuk melindungi anak dari segala 

bentuk kekerasan, memperbaiki kelemahan yuridis dari kebijakan hukum pidana positif yang mengatur 

tentang kekerasan pada anak, meminimalisasi terjadinya kekerasan fisik di lingkup pengasuhan dan 

pendidikan dan menjembatani perbedaan persepsi masyarakat mengenai boleh tidaknya hukuman fisik 

diberikan kepada anak, serta untuk memberikan acuan atau pedoman bagi aparat penegak hukum, 

utamanya hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara penggunaan hukuman fisik (corporal punishment 

against children) dalam lingkup pengasuhan dan pendidikan pada anak secara benar dan adil.  

 Adapun model kebijakan formulasi tindak pidana yang ditawarkan penelitian ini adalah 

pelarangan terbatas (partial prohibition). Terdapat 4 (empat) poin yang diusulkan untuk dirumuskan 

dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni: pedoman dalam ketentuan umum pada 

KUHP tentang tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak (no harm) atau yang berdampak 

sepele/ringan, baik berupa diskresi kepolisian maupun ampunan hakim, merumuskan secara spesifik 

norma tindak pidana penggunaan hukuman fisik pada anak yang bobotnya sedang sebagai delik 

pelanggaran, merumuskan aturan yang mengkualifikasikan penggunaan hukuman fisik yang berbobot 

serius sebagai kejahatan penganiayaan atau kekerasan fisik, dan menetapkan secara eksplisit kriteria-

kriteria penggunaan hukuman fisik yang melampaui batas kewajaran, sehingga dapat diselesaikan dengan  

menggunakan sarana dan mekanisme hukum pidana. 

 

Kata Kunci:   Kebijakan Formulasi Tindak Pidana, Hukuman Fisik pada Anak, Pengasuhan dan  

Pendidikan 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 

xxi 

 

ABSTRACT 

 

 
Rusmilawati Windari, 2019, Formulation Policy Model on Criminal Offense of the Use of Corporal 

Punishment against Children  in Sphere of Care and Education in Indonesia. Promotor: Prof. Dr. 

Supanto, SH., M.Hum; Co Promotor: Dr. Widodo Tresno Novianto, SH., M. Hum., Dissertation, 

Surakarta: Ph.D of Law Programme, Postgraduate Study – University of Sebelas Maret. 

 The current perception of the international community regarding the infliction of corporal 

punishment against children is increasingly shifting. Its use is no longer justified as a method of 

educating and correcting  child’s misbehavior. On the contrary, its existence has been seen as a form of 

violence as well as violations of children's rights as stipulated in the Convention on the Rights of the 

Child. According to Article 19 (1) juncto General Comment No. 8 (2006), the United Nations through its 

complementary bodies appeals to and encourages all countries to carry out legal reforms that regulate the 

prohibition of corporal punishment against children in all settings, one of them through criminal law. Of 

the 56 countries that have made these legislative efforts, since 2017 Indonesia has declared its 

commitment to perform legal reforms, but until now there has not been any strategic steps towards 

reforming the legislation. 

 This study aims to analyze the urgency of  prohibiting corporal punishment against children in 

Indonesian criminal law in terms of philosophical, political, juridical and sociological aspects, and to find 

a proper policy of criminal law formulation concerning the prohibition of corporal punishment against 

children mainly in care and education settings, which is oriented to the manifestation of fair child 

protection. This research is a socio-legal research, using 5 (five) approach methods, namely: Statutes 

approach, conceptual approach, case approach, comparative approach and explanatory approach. The 

data used in this study consists of primary and secondary data, which are obtained through library 

studies, in-depth interviews, and questionnaires distribution to relevant respondents. The entire data is 

then descriptively and qualitatively analyzed by applying deductive and inductive syllogism techniques, 

as well as hermeneutics interpretation. 

 Based on a comprehensive study, it concludes that the prohibition of corporal punishment against 

children is urgently formulated in Indonesian criminal law because of some reasons, namely: (1) 

Performing the philosophical guidance of the Pancasila; (2) following up on various steps and policies 

initiated by the Indonesian government to protect children from all forms of violence; (3) correcting the 

juridical weaknesses of current criminal law policies concerning violence against children; (4) decreasing 

the occurrence of physical violence in the sphere of care and education settings and bridging the 

distinguished social perceptions regarding whether or not corporal punishment is infliction to children; 

(5) providing judicial reference or guidance for judges (or other legal enforcers) in resolving corporal 

punishment againt children correctly and fairly. 

 In term of the policy of formulating criminal offense, the study finds that a partial prohibition is 

more proper for Indonesia, that is, the formulation which takes into account the balance of children and 

the agent’s protection. There are 4 (four) points proposed to be formulated in the rules both in Penal 

Code and  Child Protection Act, namely: guidelines in the general provisions of the Criminal Code 

regarding criminal acts that do not cause harm (no harm) or that have minor / minor impacts, either in the 

form of police discretion or judicial mercy, specifically formulating moderate corporal punishment 

against children as criminal act in qualification of misdemeanor, formulating provisions qualifying the 

severe corporal punishment as child abuse, and explicitly stipulating criteria of unreasonable corporal 

punishment that can be enforced by implementing criminal law. 

 

Keywords: Formulation Policy of Criminal Offense, Corporal Punishment against Children,  

       Care and Education  
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